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 Permasalahan mengenai tanah masih saja menjadi perbincangan dalam 

masyarakat yang mengakibatkan sengketa tanah menjadi perebutan sehingga 

masyarakat saling menyalahkan bahkan sampai bermusuhan dengan adanya 

kerugian yang masyarakat alami. Karena kerugian menjadi konflik utama dalam 

permasalahan pelebaran jalan harus ditegakkan keadilannya sehingga 

menghasilkan suatu keadilan dalam ganti rugi yang layak dan adil untuk 

pelebaran jalan yang masyarakat alami. 

 Mengenai perumusan masalah yaitu terkait dengan bagaimana 

perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi dari 

Pemerintah serta merumuskan bagaimana peran Pemerintah terhadap masyarakat 

yang tidak mendapatkan ganti rugi. Tujuan yang terkait yaitu untuk menganalisis 

perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi dari 

pemerintah serta untuk menganalisis peran Pemerintah terhadap masyarakat yang 

tidak mendapatkan ganti rugi. 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang 

menitikberatkan pada peraturan Perundang-undangan, untuk pendekatan masalah 

menggunakan pendekatan Perundang-undangan, sumber bahan hukum yaitu 

terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan 

sumber bahan hukum tersier yang dikumpulkan dan diolah menggunakan teknik 

penelusuran bahan hukum yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap seseorang yang tidak 

mendapatkan ganti rugi dari pihak Pemerintah sehingga suatu keadilan kurang 

dirasakan oleh pihak masyarakat dan menjadi permasalahan bagi masyarakat dan 

diinginkannya suatu ganti rugi yang layak dan adil. Sehingga suatu perlindungan 

hukum diperlukan dalam penegakan keadilan untuk masyarakat yang tanahnya 

terkena pelebaran jalan. 

 Pelebaran jalan yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat haruslah 

mendapatkan perhatian dari Pemerintah sehingga keadilan dapat dirasakan oleh 

pihak yang merasa dirugikan dan perlindungan hukum merupakan suatu 

perlindungan untuk masyarakat dari Pemerintah dalam pelaksanaan pelebaran 

jalan. Sehingga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan 

tanah masyarakat yang terkena pelebaran jalan itu bisa ditegakkan keadilannya 

dalam menentukan ganti rugi yang masyarakat alami. 

 

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Masyarakat, Hak Atas Tanah 



 

vii 
 

 

 ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION FOR PEOPLE WHOSE LAND RIGHTS ARE 

AFFECTED BY ROAD WIDENING IN TERMS OF LAW NUMBER 26 OF 

2007 CONCERNING SPATIAL PLANNING  

By : Atik Norhayati 

Main Supervisor : Sutrisni, S.H., M.H 

Co-Supervisor : Arif Santoso, S.H., M.Si 

 

 Problems regarding land are still being discussed in the community which 

results in land disputes becoming a struggle so that people blame each other even 

to the point of being hostile to the lossesthat the community has experienced. 

Because losses are the main conflict in road widening issues, justice must be 

enforced so as to produce a fairness in proper and fair compensation for road 

widening that the community is experiencing. 

 Regarding the formulation of the problem, which is related to how the 

legal protection for people who do not get compensation from the government and 

formulate how the role of the government towards people who do not get 

compensation. The related objectives are to analyze the legal protection for people 

who do not get compensation from the government and to analyze the role of 

government towards people who do not get compensation. 

 The research method used is the normative juridical method which focuses 

on statutory regulations, to approach  the problem using a statutory approach., the 

source of  legal material consist of primary legal material sources, secondary legal 

sources and tertiary legal sources which are collected and processed using the 

technique of tracing legal materials which was analyzed using qualitative 

methods.  

 The results of this study indicate that for someone who does not get 

compensation from the government so that justice is not felt by the community 

and becomes a problem for the community and they want a proper and fair 

compensation. So that a legal protection is needed in upholding justice for people 

whose land is affected by road widening. 

 Road widening that causes harm to the community must get attention from 

the Government so that justice can be felt by those who feel aggrieved and legal 

protection is a protection for the community from the Government in the 

implementation of road widening. So that the laws and regulations related to the 

problems of community land affected by road widening can be enforced justice in 

determining the compensation experienced by the community. 

 

 

Keywords : Legal Protection, Society, Land Rights. 

 

 

 


